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Abstrak – FenomenaIIpenangkapanIIikanIIsecaraIIilegali (illegali fishing)i yangi terjadii dii 
Indonesiai menyebabkani kerugiani ekonomisi dani menjadii salahi satui perhatiani terhadapi i 
isui keamanani maritimi dii wilayahi perairani Indonesia.i Padai Oktoberi 2015i Presideni 
membuati sebuahi terobosani gunai melakukani penindakani terhadapi illegali fishing.i 
Maraknyai pencuriani ikani yangi terjadii menjadii sebuahi tantangani besari sehinggai 
dibentuklahi Satgasi 115i sebagaii sebuahi lembagai khususi yangi fokusi untuki memberantasi 
kejahatani penangkapani ikani secarai ilegali dii perairani Indonesia.i Pembentukani Satgasi 
115i yangi diharapi menjadii jalani keluari bagii permasalahani penangkapani ikani secarai 
ilegali dii Indonesiai perlui ditinjaui implementasii dani dampaknyai gunai memberikani 
evaluasii atasi penanganani penangkapani ikani secarai ilegali yangi terjadii dii wilayahi 
perairani Indonesia.i Penelitiani inii menggunakani metodei kualitatifi dengani pendekatani 
deskriptifi analitisi dani menemukani bahwai Satgasi 115i telahi diimplementasikani dengani 
meledakkani dani menenggelamkani sejumlahi kapali ikani asingi dalami pemberantasani 
penangkapani ikani secarai ilegali yangi berasali darii berbagaii negara.i Ditemukani pulai 
bahwai pembentukani Satgasi 115i memberikani dampaki yangi positifi dengani 
meningkatnyai sumberi dayai perikanani dani potensii kelautan,i produksii perikanan,i sertai 
nilaii ekspori perikanan.i Hasili darii penelitiani inii dapati digunakani sebagaii bahani evaluasii 
atasi implementasii kinerjai Satgasi 115i kedepannyai gunai meningkatkani keamanani maritimi 
dii wilayahi perairani Indonesia.” 
 
Kata Kunci: i Implementasi,i Satgasi 115,i Penangkapani Ikani secarai Ilegal,i Keamanani 

Maritim. 

 

Abstract – Thei phenomenoni ofi illegali fishingi thati happensi ini Indonesiai causesi economici 
lossesi andi becomesi onei ofi thei concernsi oni maritimei securityi issuesi ini thei territoriali 
watersi ofi Indonesia.i Ini Octoberi 2015i thei Presidenti madei ai breakthroughi toi takei actioni 
againsti illegali fishing.i Thei risei ofi illegali fishingi hasi becomei ai majori challengei soi thei 115i 
Taski Forcei andi hasi beeni establishedi asi ai speciali institutioni thati focusesi oni combatingi 
illegali fishingi ini Indonesiani waters.i Thei formationi ofi thei 115i Taski Forcei whichi isi 
expectedi toi bei ai solutioni toi thei problemi ofi illegali fishingi ini Indonesiai needsi toi bei 
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reviewedi fori itsi implementationi andi impacti ini orderi toi providei ani evaluationi ofi thei 
handlingi ofi illegali fishingi thati occursi ini Indonesiani waters.i Thisi researchi usesi qualitativei 
methodsi withi ai descriptivei analyticali approachi andi findi outi thati thei 115i Taski Forcei hasi 
beeni implementedi byi detonatingi andi sinkingi ai numberi ofi foreigni fishingi vesselsi toi 
eradicatei illegali fishingi fromi variousi countries.i Iti wasi alsoi foundi thati thei formationi ofi 
thei 115i Taski Forcei hadi ai positivei impacti withi increasingi fisheriesi resourcesi andi marinei 
potential,i fisheriesi production,i andi thei valuei ofi fisheriesi exports.i Thei resultsi ofi thisi 
researchi cani bei usedi asi ani evaluationi substancesi fori thei implementationi ofi thei 115i Taski 
Forcei performancei ini thei futurei ini orderi toi improvei maritimei securityi ini thei territoriali 
watersi ofi Indonesia.” 
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Pendahuluan 

Republik Indonesia merupakan negara 

kepulauan (archipelagic state) terbesar 

di dunia yang memiliki wilayah perairan 

dengan luas 6.315.222 km2, dengan 

garis pantai sepanjang 99.093 km dan 

jumlah pulau sebanyak 13.466 pulau 

serta memiliki kondisi konstelasi 

geografis yang strategis karena 

terletak pada posisi silang dunia di 

antara dua benua dan dua Samudra. 

Dengan posisi geografis tersebut 

menyebabkan laut di antara pulau-

pulau menjadi alur laut yang sangat 

penting artinya bagi lalu lintas 

pelayaran nasional maupun 

internasional.2 

Indonesia sebagai negara kepulauan 

berhak atas wilayah perairan yang luas. 

Luas wilayah perairan tersebut 

memiliki potensi kekayaan yang luar 

biasa besar, baik potensi kekayaan 
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langsung seperti perikanan, minyak 

dan gas bumi, maupun potensi 

kekayaan tidak langsungseperti alur 

pelayaran, alur komunikasi laut, dan 

pariwisata. Potensi kekayaan 

perikanan Indonesia saja jika dikelola 

dengan benar dapat mencapai 31 juta 

dolar AS per tahun.3  

Indonesia memiliki potensi sumber 

daya perikanan yang sangat besar baik 

dari segi kuantitas maupun 

keanekaragamannya. Potensi 

pelestarian sumber daya perikanan 

tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta 

ton per tahun. Namun demikian, telah 

terjadi ketidakseimbangan tingkat 

pemanfaatan sumber daya perikanan 

antarkawasan dan antarjenis sumber 

daya. Bahkan, di sebagian wilayah 

telah terjadi proses penangkapan ikan 
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yang berlebih (over fishing), seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka. 

Kondisii keamanani maritim,i dalami 

hali perikanani dii Indonesia,i saati inii 

masihi dianggapi rawani karenai 

tingginyai tingkati pelanggarani dii lauti 

sepertii illegali fishing,i illegali mining,i 

illegali entry,i dani illegali loggingi sertai 

berbagaii ancamani dani 

permasalahani laini sebagaii 

konsekuensii negarai yangi memilikii 

sumberi dayai alami beragam.i Hali inii 

memungkinkani masuknyai pihak-

pihaki tertentui kei wilayahi perairani 

dani yurisdiksii Indonesiai untuki 

memanfaatkani secarai ilegal.4 

Menindaklanjutii fenomenai ini,i padai 

tanggali 19i Oktoberi 2015i Presideni 

membuati sebuahi terobosani gunai 

melakukani pemberantasani segalai 

jenisi pelanggarani dii dalami bidangi 

penangkapani perikanani yangi masuki 

dalami kriteriai penangkapani ikani 

secarai ilegali (illegali fishing).i 

Presideni menandatanganii Perpresi 

Nomori 115i Tahuni 2015i tentangi 

Pemberantasani Penangkapani Ikani 

Secarai Ilegal.i Dalami perpresi 

tersebuti lahirlahi amanati untuki 

pembentukani Satuani Tugasi (Satgas)i 
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115i untuki memberantasi 

penangkapani ikani secarai ilegali yangi 

sekarangi masyhuri dikenali sebagaii 

Satgasi 115i gunai melaksanakani 

tujuani dani maksudi tersebut. 

Dalami pertimbangani dii dalami 

konsiderani Perpresi No.i 115i Tahuni 

2015i disebutkani bahwai pelanggarani 

dani kejahatani dii bidangi perikanan,i 

khususnyai tindakani penangkapani 

ikani secarai ilegal,i sudahi sangati 

memprihatinkani karenai itui perlui 

segerai diambili langkah-langkahi 

tegasi dani terpadui olehi instansii 

Pemerintahi terkaiti gunai melakukani 

pemberantasan.i Selaini itu,i 

diperlukani upayai penegakani hukumi 

luari biasai yangi mengintegrasikani 

kekuatani antarlembagai Pemerintahi 

terkaiti dengani strategii yangi tepat,i 

memanfaatkani teknologii terkinii agari 

dapati berjalani efektifi dani efisien,i 

mampui menimbulkani efeki jera,i 

sertai mampui mengembalikani 

kerugiani negara.i Selanjutnya,i 

menuruti kewenangani dii dalami 

Perpresi tersebuti dinyatakani bahwai 

Satgasi berwenangi untuki 

membentuki dani memerintahkani 

unsur-unsuri Satgasi melaksanakani 

operasii penegakani hukum,i 



melaksanakani komandoi dani 

pengendaliani yangi meliputi:i kapal,i 

pesawati udara,i dani teknologii 

lainnyai darii Tentarai Nasionali 

Indonesiai Angkatani Laut,i Polair,i 

KKP,i dani Bakamla. 

Lebihi lanjut,i secarai khususi tindaki 

kriminali yangi meliputii Illegal,i 

Unreportedi andi Unregulatedi fishingi 

(IUUF)i maraki terjadii dii Indonesia.i 

Pelanggarani dilakukani dalami 

berbagaii modus—termasuki 

administrasii sepertii perizinan—

hinggai mencurangii catatani kegiatani 

penangkapani ikan.i Ketidaktaatani 

padai regulasii jugai terindikasii darii 

alihmuati ikani (transhipment)i tanpai 

izini dii tengahi lauti sertai 

penangkapani ikani dii luari jaluri yangi 

ditetapkan.i Lembagai advokasii 

perikanani Koalisii Rakyati untuki 

Keadilani Perikanani (KIARA)i 

menyebutkani evaluasii yangi 

dilakukani Satgasi 115i terhadapi 1.132i 

kapali asingi dani eksi asing,i 

seluruhnyai melakukani pelanggaran.i 

Pemeriksaani jugai menemukani 

tindaki pidanai yangi lebihi luasi darii 

IUUFi sepertii pencuciani uang.i Selaini 

itu,i jugai teridentifikasii 

penyalahgunaani sumberi dayai alam,i 

perdagangani manusia,i hinggai 

perbudakan. 

Selaini datai yangi diungkapi olehi 

KIARA,i PSDKPi KKPi jugai 

mengungkapkani sejumlahi datai 

tindaki pidanai yangi dilakukani olehi 

kapali baiki kapali asing.i Kapali ikani 

asingi tersebuti berasali darii beberapai 

negarai tetanggai antarai laini 

Malaysia,i Thailand,i Filipina,i Vietnam,i 

Tiongkok,i dani Timori Leste. 

Secarai umum,i Indonesiai 

merupakani negarai kepulauani 

terbesari dii dunia,i sertai memilikii 

kekayaani potensii perikanani yangi 

sangati besar.i Selaini memilikii 

keuntungan,i dii sisii laini jugai rawani 

terhadapi ancamani kejahatani 

penangkapani ikani secarai ilegal.i 

Maraknyai pencuriani ikani yangi 

terjadii menjadii sebuahi tantangani 

besari sehinggai dibentuklahi Satgasi 

115i sebagaii sebuahi lembagai khususi 

yangi fokusi untuki memberantasi 

kejahatani penangkapani ikani secarai 

ilegali dii perairani Indonesia.i 

Pembentukani Satgasi 115i yangi 

diharapi menjadii jalani keluari bagii 

permasalahani penangkapani ikani 

secarai ilegali dii Indonesiai perlui 

ditinjaui implementasii dani 

dampaknyai gunai memberikani 



evaluasii atasi penanganani 

penangkapani ikani secarai ilegali yangi 

terjadii dii wilayahi perairani Indonesia. 

Penelitian ini akan mengkaji mengenai 

Implementasii Pembentukani Satuani 

Tugasi 115i untuki memberantasi 

penangkapani ikani secarai illegali dii 

Indonesia dan dampaki Pembentukani 

Satuani Tugasi 115i dalami upayai 

meningkatkani keamanani maritimi dii 

Indonesia. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif secara deskriptif. Penelitian 

kualitatif secara deskriptif bertujuan 

untuk mendeskripsikan fakta yang 

terjadi secara tepat dan sistematis. 

Dalam penelitian deskriptif, seluruh 

peristiwa terjadi secara alami, sehingga 

dalam peristiwa alami (natural) 

memungkinkan peneliti untuk 

mengetahui serta menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti5. 

Pendekatan Deskriptif Analitis 

digunakan untuk mempelajari 

fenomena secara mendalam. Sumber 

data utama penelitian kualitatif adalah 

wawancara dan observasi, serta 

sumber data sekunder berupa 
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dokumen tertulis, foto, maupun data 

statistik (Moleong, 2010). Pendekatan 

Deskriptif Analitis ini digunakan oleh 

peneliti untuk menganalisis 

Implementasi Kebijakan Pembentukan 

Satgas 115 dalam memberantasa 

penangkapan ikan secara ilegal.  

Sumber data dalam penelitian tesis ini 

berupa data primer serta 

dikombinasikan dengan data sekunder 

yang telah dikumpulkan. Sumber data 

primer merupakan sumber data 

informasi yang diberikan kepada 

pengumpul data secara langsung, dan 

data sekunder merupakan sumber data 

yang diberikan data kepada 

pengumpul data secara tidak langsung 

baik melewati media dokumen 

maupun subjek6. Dalam penelitian ini 

yang menjadi subyek penelitian adalah 

Sekretariat Jenderal KKP Republik 

Indonesia, Direktorat Jenderal PSDKP 

KKP Republik Indonesia,  

Kemenkopolhukam Republik 

Indonesia; Sekretaris Jenderal 

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. 

Pendekatan dasar yang diterapkan 

oleh peneliti kualitatif guna melakukan 

pengumpulan data adalah 

berpartisipasi pada pengaturan, 
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pengamatan langsung pada lokasi 

kejadian, in depth interview, serta 

mengkaji ulang dokumen – dokumen 

pendukung yang ada7. Wawancara dan 

studi dokumen merupakan pendekatan 

yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data. Wawancara merupakan 

pertemuan antara beberapa individu 

untuk membentuk sebuah forum 

sebagai media penukar ide, data serta 

informasi dengan cara melakukan 

diskusi tanya jawab dengan topik 

tertentu8. Wawancara dilakukan 

dengan melakukan diskusi melalui 

pertanyaan – pertanyaanterkait 

permasalahan kepada informan 

berkompeten untuk mendapatkan 

data-data dan informasi lebih 

mendalam terkait implementasi 

pembentukan Satgas 115 dalam 

pemberantasan penangkapan ikan 

secara ilegal sebagai objek penelitian. 

Wawancara memberi sarana kepada 

peneliti untuk mengkaji informasi 

pemahaman yang lebih akurat 

mengenai penafsiran kondisi 

permasalahan fenomena yang terjadi 
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dibandingkan melalui observasi9. Studi 

dokumentasi merupakan kegiatan 

pengumpulan dokumen data – data 

yang dibutuhkan dalam fenomena 

penelitian kemudian di proses secara 

sistematis sehingga dapat menjadi 

dasar dalam mengklarifikasi suatu 

fenomena10. Studi dokumen 

dilaksanakan melalui pendekatan 

pengumpulan dokumen yang 

bersumber dari jurnal, buku, dokumen-

dokumen resmi, media eletronik dan 

media cetak yang terkait implementasi 

pembentukan Satgas 115 dalam 

pemberantasan penangkapan ikan 

secara ilegal. Studi dokumen 

merupakan kegiatan tambahan untuk 

menyelaraskan kegiatan wawancara 

serta observasi dalam penelitian 

kualitatif. Sehingga kegiatan studi 

pustaka ini tentunya untuk menjadi 

penunjang dari kegiatan wawancara. 

Analisis data merupakan kegiatan 

sistematis mencari serta menyusun 

output dari wawancara, serta 

dokumen – dokumen lain yang 

menunjang selama melakukan proses 
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pengumoulan data11. Seluruh data yang 

berasal dari wawancara dan studi 

pustaka, dianalisis dengan pendekatan 

Miles and Huberman, proses dalam 

analisis data Miles and huberman 

berupa reduksi data informasi yang 

telah dikumpulkan, kemudian 

penyajian data informasi yang telah 

direduksi serta verifikasi data yang 

telah disajikan.  Seluruh kegiatan dalam 

menganalisis data kualitatif 

dilaksanakan dengan cara interaktif 

dan seluruh tahapan ini dilakukan 

secara berkelanjutan sehingga 

menghasilkan data yang sudah jenuh12. 

Hasil dan Pembahasan 

Indonesia tercatat sebagai negara yang 

paling aktif melawan maraknya 

penangkapan ikan secara illegal, 

dimulai beberapa tahun belakangan ini, 

yakni sejak tahun 2015. Semenjak 

Menteri Susi Pujiastuti menjabat 

sebagai Menteri Kelautan dan 

Perikanan, Indonesia menjadi populer 

sebagai negara yang paling sering 

melakukan penenggelaman kapal 

pelaku penangkapan ikan secara ilegal 
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di wilayah Indonesia. Sejak akhir tahun 

2015 hingga april 2017, Satgas 115 

tercatat telah meledakkan dan 

menenggelamkan 318 kapal ikan 

berukuran besar. Kapal pelaku 

penangkapan ikan secara illegal ini 

berasal dari berbagai negara tetangga 

antara lain Tiongkok, Malaysia, Filipina, 

Vietnam, Thailand dan Papua Nugini. 

Kebijakan yang tegas dan penuh 

keberanian ini merupakan satu dari 

sekian gebrakan yang dilakukan oleh 

Menteri Susi sejak diangkat sebagai 

Menteri Kelautan dan Perikanan pada 

Oktober 2014. Selain menangani kapal 

asing yang seringkali mencuri ikan di 

Indonesia, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan juga menghentikan ijin 

operasional kapal ikan eks asing 

(meskipun telah sah menjadi kapal 

Indonesia) dan melarang penggunaan 

alat tangkap yang tidak ramah 

lingkungan. Dalam jangka waktu 2,5 

tahun bisnis penangkapan ikan yang 

sebelumnya gelap gulita dan marak 

terjadi penangkapan ikan secara illegal 

kini menjadi lebih tertata (Marta, 2016 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pembentukan Satuan Tugas 115 

bermanfaat dalam pemberantasan 

tindakan penangkapan ikan secara 

illegal, dimana Satuan Tugas 115 



sebagai wadah koordinasi terdiri dari 

beberapa lembaga asal yang mana 

masing-masing lembaga setelah 

tergabung didalamnya. 

Implementasi Pembentukan Satuan 

Tugas 115  

Dalam rangka mendukung upaya 

peningkatan penegakan hukum 

terhadap pelanggaran dan kejahatan 

dibidang perikanan khususnya 

penangkapan ikan secara ilegal secara 

terpadu dibentuk Satuan Tugas 

Pemberantasan Penangkapan Ikan 

secara Ilegal (Illegal Fishing). Satgas 

bertugas mengembangkan dan 

melaksanakan operasi penegakan 

hukum dalam upaya pemberantasan 

penangkapan ikan secara ilegal di 

wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara 

efektif dan efisien dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan 

personil dan peralatan operasi, 

meliputi kapal, pesawat udara, dan 

teknologi lainnya yang dimiliki oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Laut, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia, Badan Keamanan Laut, 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi, PT Pertamina, dan institusi 

terkait lainnya. 

Dalam melaksanakan operasi, Unsur-

unsur Satgas diserahkan oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Laut, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia, dan Badan Keamanan Laut 

kepada Komandan Satuan Tugas yang 

dalam hal ini dijabat oleh Menteri KKP 

untuk melaksanakan tugas operasi 

pemberantasan penangkapan ikan 

secara illegal, lebih lanjut berdasarkan 

aturan didalam pasal 6 Perpres 115 

Tahun 2015 Komandan Satgas 

merupakan satu-satunya pemegang 

otoritas dan berwenang melaksanakan 

komando dan kendali terhadap unsur-

unsur Satgas, dan setiap unsur 

tersebut wajib melaporkan 

pelaksanaan tugasnya kepada 

Komandan Satgas. 

Edwardi IIIi mengajukani pendekatani 

masalahi implementasii dengani 

terlebihi dahului mengemukakani duai 

pertanyaani pokok,i yaknii faktori apai 

yangi mendukungi keberhasilani 

implementasii kebijakani dani faktori 

apai yangi menghambati keberhasilani 

implementasii kebijakan.i Berdasarkani 

keduai pertanyaani tersebuti 



dirumuskani empati faktori yangi 

merupakani syarati utamai 

keberhasilani prosesi implementasi,i 

yaknii komunikasi,i sumberi daya,i 

sikapi birokrasii ataui pelaksanai dani 

strukturi organisasi,i termasuki tatai 

alirani kerjai birokrasi.i Empati faktori 

tersebuti menjadii kriteriai pentingi 

dalami implementasii suatui kebijakan. 

Pertama, Komunikasii merupakani 

tolaki ukuri seberapai jauhi kebijakani 

dalami bentuki suatui peraturani telahi 

disampaikani secarai jelasi dengani 

interpretasii yangi samai dani dapati 

dilakukani secarai konsisteni dengani 

aparati pelaksanai peraturani tersebut.i 

Dalami hali kebijakani pembentukani 

Satuani Tugasi 115,i Satuani Tugasi 

melakukani komunikasii secarai 

internali dengani satuani asal,i pihaki 

masyarakati yaknii nelayani maupuni 

stakeholderi lain,i melaluii instansii asali 

unsuri pembentuki yangi membentuki 

Satuani Tugasi 115i melakukani 

pemberitahuani akani informasii 

larangani penangkapani ikani secarai 

illegali baiki kepadai nelayani untuki 

dapati membantui Satuani Tugasi 115i 

dalami menjalankani tugasnya,i 

maupuni peringatani kepadai parai 

pelanggari atasi pelanggarani 

penangkapani yangi merekai lakukani 

secarai ilegali dalami hali inii pelakui 

penangkapani ikani secarai ilegal,i 

sehinggai dapati menjadii perhatiani 

masyarakati khususnyai masyarakati 

pesisiri dani perbatasani akani 

konsekuensii bagii yangi melakukani 

pelanggarani sebagaimanai yangi 

disebutkan”i (Hasili Wawancarai 

Satuani Tugasi 115,i 30i Agustusi 2018).i 

Darii wawancarai tersebuti dapati 

disimpulkani bahwai darii Satuani 

Tugasi 115i sendirii telahi melakukani 

fungsii komunikasii bagii yangi 

melanggari ataui melakukani tindaki 

pidanai penangkapani ikani secarai 

illegali dii wilayahi Indonesia,i akani 

tetapii tingkati pemahamani 

masyarakati mengenaii kebijakani 

tersebuti tentui harusi adai lembagai 

surveii yangi melakukani riseti secarai 

mendalam,i sehinggai dapati diketahuii 

bagaimanai masyarakati memahamii 

kebijakani tersebuti sehinggai 

kebijakani pembentukani satgasi 115i 

dalami pemberantasani penangkapani 

ikani secarai illegali dapati dipahamii 

olehi masyarakati sehinggai kesadarani 

hukumi masyarakati Indonesiai 

semakini meningkat. 

Kedua, Sumberi dayai adalahi faktori 

pentingi untuki implementasii 

kebijakani agari efektif.i Tanpai 



sumberi daya,i kebijakani hanyai 

tinggali dii kertasi menjadii dokumeni 

saja.i Dalami menjalankani kebijakani 

pembentukani Satuani Tugasi 115i 

tentui terdapati sumberi dayai yaknii 

sumberi dayai manusiai (SDM).i Satuani 

Tugasi 115i sebagaii lembagai yangi 

ditelurkani darii tindaki lanjuti 

Peraturani Presideni Nomori 115i 

Tahuni 2015i tentangi Satuani Tugasi 

Pemberantasani Penangkapani Ikani 

secarai Ilegali (Illegali Fishing).i Satuani 

Tugasi bertugasi mengembangkani 

dani melaksanakani operasii 

penegakani hukumi dalami upayai 

pemberantasani penangkapani ikani 

secarai ilegali dii wilayahi lauti 

yurisdiksii Indonesiai secarai efektifi 

dani efisieni dengani mengoptimalkani 

pemanfaatani personili dani peralatani 

operasii meliputii kapal,i pesawati 

udara,i dani teknologii lainnyai yangi 

dimilikii olehi KKP,i TNIi AL,i POLRI,i 

Kejaksaani Agung,i Badani Keamanani 

Laut.i Satuani Tugasi 115i dinilaii telahi 

melakukani terobosani penegakani 

hukumi dengani menerapkani 

pendekatani "multidoor"i (multi-rezim)i 

dalami penanganani kasusi tindaki 

pidanai perikanan.i Dalami 

menerapkani multidoor,i parai 

penyidiki Satgasi 115i tidaki hanyai 

menggunakani UUi Perikanani tetapii 

jugai UUi Pelayaran,i KUHP,i UUi 

Karantinai Ikan,i UUi Tindaki Pidanai 

Perdangangani Orang,i UUi 

Ketenagakerjaan,i dani UUi 

Administrasii Kependudukan.i Selaini 

itu,i Satgasi 115i tidaki hanyai mengejari 

pelakui dii lapangani sepertii 

nakhoda/fishingi master,i tetapii jugai 

menjerati korporasii sebagaii pelakui 

tindaki pidanai ataui melaluii 

mekanismei legali yangi disebuti 

sebagaii "corporatei criminali liability".i 

(Kuliahi Umumi Unhani 2i Agustusi 

2017). Selaini itui dalami temuani 

dilapangan,i penelitii menemukani 

bahwai kendalai dalami poini sumberi 

dayai inii adalahi perlunyai costi yangi 

ekstrai dalami melakukani maintancei 

terhadapi kapal-kapali yangi disitai dani 

menunggui hasili keputusani 

pengadilan.i  

Ketiga, Disposisii merupakani wataki 

dani karakteristiki ataui sikapi yangi 

dimilikii olehi implementori sepertii 

komitmen,i kejujuran,i sifati 

demokratis.i Apabilai implementori 

memilikii disposisii yangi baik,i makai 

diai akani dapati menjalankani 

kebijakani dengani baiki sepertii apai 

yangi diinginkani olehi pembuati 

kebijakan.i Ketikai implementori 



memilikii sifati ataui perspektifi yangi 

berbedai dengani pembuati kebijakan,i 

makai prosesi implementasii kebijakani 

jugai menjadii tidaki efektif.i Dalami 

hali inii pembuati kebijakani adalahi 

Pemerintah,i sedangkani implementori 

yangi dimaksudi adalahi Satgasi 115i 

dibawahi arahani langsungi Komandani 

Satgasi Ibui Susii Pudjiastuti.i Sebagaii 

Pemerintah,i Presideni Jokoi Widodoi 

mencanangkani visii barui dii bidangi 

maritim,i menempatkani lauti sebagaii 

masai depani bangsai dani dikemasi kei 

dalami semangati Nawai Citai dani 

melaluii Satgasi 115i yangi adanyai olehi 

karenai Pemerintah,i sebagaii salahi 

satui implementori telahi melakukani 

tugasnyai dengani terusi melakukani 

aksii penenggelamani kapali dalami 

rangkai membuati parai pelakui 

penangkapani ikani secarai ilegali jerai 

sehinggai berpikiri ulangi untuki 

kembalii melakukani penangkapani 

ikani secarai ilegali tentui sajai dengani 

dibantui olehi instansii lainnyai yangi 

berwenangi dani tergabungi dalami 

Satgasi 115.i  

Keempat, Strukturi Birokrasi.i Salahi 

satui darii aspeki strukturi yangi 

pentingi darii setiapi organisasii adalahi 

adanyai proseduri operasii yangi 

standari (standardi operatingi 

procedures)i ataui SOP.i SOPi mungkini 

mengahalangii implementasii 

kebijakani barui yangi membutuhkani 

cara-carai kerjai ataui tipe-tipei 

personili barui untuki melaksanakani 

kebijakan.i Semakini besari kebijakani 

membutuhkani perubahani dalami 

carai lazimi darii suatui organisasi,i 

semakini besari pulai SOPi 

menghambati implementasi.i Namuni 

SOPi jugai memilikii manfaati dimanai 

organisasii dengani proseduri 

perencanaani yangi baiki dani controli 

yangi sejalani dengani programi yangi 

memungkinkan,i akani lebihi dapati 

menyesuaikani dengani tanggungi 

jawabi yangi barui daripadai birokrasii 

tanpai mempunyaii cirii tersebut. 

Dampaki Pembentukani Satgasi 115i 

Bagii Peningkatani Keamanani 

Maritimi Indonesia 

Memahamii lauti merupakani upayai 

untuki selalui meningkatkani 

pengetahuani dani pemahamani 

tentangi fungsii dani perani lauti sertai 

potensii yangi terkandungi dii 

dalamnyai sebagaii ruangi hidupi dani 

sumberi kehidupani bangsai Indonesia.i 

Sedangkani memanfaatkani lauti 

adalahi upayai pengelolaani secarai 

bijaksana,i terpadui dani 

berkelanjutan,i aksii Penangkapani 



Kapali Ikani Asingi yangi memasukii 

wilayahi lauti Indonesiai olehi Kapali 

Patrolii Satgasi 115i hasilnyai dapati 

dirasakani olehi seluruhi rakyati 

Indonesia. 

Dampaki positifi pemberantasani 

penangkapani ikani secarai illegali bagii 

peningkatani keamanani maritim,i 

salahi satunyai dilihati darii 

meningkatnyai sumberi dayai 

perikanani dani potensii kelautani dani 

perikanani dii Indonesiai dapati dilihati 

darii beberapai aspeki sepertii PDBi 

sektori perikanani 1.239.591,80i milyari 

(2017),i nilaii ekspori hasili perikanani 

US$1.000:2.092.302,01i (2016),i dani 

produksii perikanani tangkapi dii lauti 

menuruti alati tangkapi dengani 

rinciani jaringi lingkari 1.177.615,i pukati 

tariki 690.629,i pukati helai 324.880,i 

penggaruki 124.495,i jaringi angkati 

494.561,i jaringi insangi 1.394.473,i 

perangkapi 307.802,i pancingi 

1.468.744,i dani alati penjepiti 54.455. 

Berdasarkani datai yangi dirilisi olehi 

Ditjeni PSDKPi KKPi (2016)i sampaii 

bulani Februarii 2016i telahi 153i Kapali 

Ikani ditenggelamkan,i untuki kapali 

asingi berjumlahi 139i Kapali meliputii 

20i Kapali Ikani darii Malaysia,i 43i darii 

Filipina,i 1i darii RRT,i 21i darii Thailand,i 

50i darii Vietnam,i 2i darii Papuai 

Nugini,i 1i darii Belize,i 1i Nigeria. 

Padai Mareti 2017i tercatati adai 294i 

kapali yangi ditangkapi terkaiti dugaani 

penangkapani ikani secarai ilegali 

dengani rinciani Kapali Indonesiai (116)i 

dani Kapali Asingi (66),i berbenderai 

Indonesiai (116),i Malaysiai (6),i 

Vietnami (54),i Filipinai (5)i dani 

Taiwani (1).i Pemerintahi 

melaksanakani kebijakani berupai 

peledakani dani penenggelamani kapali 

yangi melanggari ketentuani dani 

melakukani penangkapani ikani secarai 

ilegal.i Penenggelamani inii sebagaii 

Deterencei Effecti bagii parai pelakui 

penangkapani ikani secarai ilegal.i Peri 

Aprili 2017,i Satgasi 115i telahi 

menenggelamkani 317i kapali ikani 

pelakui IUUi Fishing.i Darii kapal-kapali 

yangi ditenggelamkan,i sebanyaki 296i 

kapali berbenderai asingi yaitui 

Vietnami 142,i Filipinai 76,i Malaysiai 

(50),i Thailandi (21),i Papuai Nuginii (2),i 

Tiongkoki (2),i Belizei (2)i dani satui 

kapali tanpai benderai kebangsaan. 

Himpunan nelayan seluruh Indonesia 

(HNSI) sebagai perhimpunan nelayani 

lokali menilaii kebijakani pembentukani 

Satgasi 115i sangati berdampaki baiki 

bagii berkurangnyai pencuriani ikani 

ataupuni penangkapani ikani secarai 



ilegali yangi kerapi terjadii karenai ulahi 

nelayani asing.i Hali tersebuti kamii 

anggapi sebagaii sebuahi upayai yangi 

baik,i stoki ikani menjadii meningkat,i 

hali inii sangati kamii rasakani 

manfaatnyai terhadapi nelayani 

dikarenakan.i  

Penenggelamani yangi dilakukani olehi 

Satgasi 115i kamii rasai memberii 

memilikii efeki jerai bagii nelayan-

nelayani asingi yangi melakukani 

penangkapani ikani secarai ilegali dii 

perairani Indonesia.i Bukani hanyai itu,i 

berkurangnyai pelakui penangkapani 

ikani secarai ilegali membuati daerahi 

tangkapani nelayani Indonesiai 

semakini besari dani meningkatkani 

potensii pendapatani parai nelayan.i 

Olehi karenai itui HNSIi sebagaii wadahi 

pengumpuli informasii parai nelayani 

yangi tersebari dii 34i Provinsii 

menyatakani setujui dengani adanyai 

kebijakani pembentukani Satgasi 115i 

untuki melakukani pemberantasani 

penagkapani ikani secarai illegali 

dengani metodei penenggelamani 

kapali yangi mampui mengusiri 

nelayani asingi yangi seringi 

melakukani tindaki pidanai perikanan. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian 

ini. Kesimpulan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, Implementasii pembentukani 

Satuani Tugasi 115i mendapati 

dukungani darii berbagaii lembagai 

satuani pembentuki Satuani Tugasi 

yangi terdirii darii KKP,i TNIi AL,i 

BAKAMLA,i Kejaksaani RIi dani 

Kepolisiani RIi dalami menjalankani 

tugasi pemberantasani penangkapani 

ikani secarai illegal.i Salahi satui carai 

pemberantasani adalahi dengani 

penenggelamani kapali pelakui 

penangkapani ikani secarai illegal,i 

setelahi melaluii prosesi peradilan.i 

Satgasi 115i merupakani lembagai yangi 

mengkoordinasikani lembaga-lembagai 

yangi adai didalamnya,i dimanai 

masing-masingi lembagai beroperasii 

secarai sendiri,i namuni tetapi dalami 

kerangkai koordinasii Satgasi 115i dani 

beroperasii dengani menggunakani 

anggarani khususi Satgasi 115 

Kedua, Pembentukani Satuani Tugasi 

115i membawai dampaki baiki dalami 

meningkatkani keamanani maritimi 

Indonesiai khususnyai bagii 

peningkatani sumberi dayai perikanani 

Indonesia,i hali inii terbuktii darii PDBi 



sektori perikanani Indonesiai yangi 

terusi meningkati mulaii darii tahuni 

2015i sampaii dengani saati ini,i dengani 

adanyai pemberantasani penangkapani 

secarai ilegali memberikani dampaki 

positifi terhadapi peningkatani stoki 

ikani menjadii 12,5i jutai ton,i kemudiani 

nilaii stoki ikani kitai naiki menjadii 6,5i 

miliari dolar.i Lebihi lanjuti hali positifi 

lainnyai angkai impori ikani Indonesiai 

menuruni sebesari 80i persen.i Inii 

menjelaskani bahwai adanyai 

peningkatani hasili tangkapani nelayani 

ataui pengusahai kapali Indonesia. 

Lebih lanjut, Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan maka 

peneliti merumuskan saran sebagai 

berikut: 

Pertama, Implementasii pembentukani 

Satuani Tugasi 115,i pemberantasani 

penangkapani ikani secarai ilegali 

dengani carai penangkapani dani 

penenggelamani kapal,i perlui terusi 

disesuaikani dengani kondisii Negarai 

Indonesia.i makai sarani penelitii 

adalahi mengenakani gantii rugii 

terhadapi pelakui penangkapani ikani 

secarai ilegal.i  

Kedua, Pembentukani Satgasi 115i 

dalami pemberantasani penangkapani 

ikani secarai ilegali menimbulkani 

dampaki positifi bagii sumberi dayai 

perikanani Indonesiai harusi 

dimanfaatkan. Salah satunyai dengani 

carai terusi meningkatkani ekspori 

bidangi kelautani dani perikanani 

sehinggai Indonesiai tetapi 

mendapatkani keuntungani darii 

sektori kelautani dani perikanan. 
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